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BAB II 

TEORI MAS}LAH}AH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Mas}lah}ah 

       Dari segi bahasa, mas{lah{ah ( مصلحة ) berasal dari kata s}alah}a (صلح) yang 

secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah 

masdar dari s}aluh}a ( صلح ) yaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukaran 

dan juga biasa dikatakan bahwa mas{lah{ah itu merupakan bentuk tunggal 

.yang berarti kemaslahatan ( مصالح ) dari kata ( مفرد )
1
 

       Bisa juga dikatakan bahwa mas}lah}ah itu merupakan bentuk tunggal 

(mufrad) dari kata al-mas}a>lih}. Pengarang Kamus Lisan al-‘Arab seperti yang 

dikutip Rachmat Syafe’i menjelaskan dua arti, yaitu al-mas}lah}ah yang berarti 

al-s}alah} dan al-mas}lah}ah yang berarti bentuk tunggal dari al-mas}a>lih}. 

Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui 

proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan 

penjagaan seperti menjauhi kemad}aratan dan penyakit. Semua itu bisa 

dikatakan sebagai mas}lah}ah.
2
 

       Pengertian mas}lah}ah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala 

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

                                                             
1 A. Warson Munawir, Kamus Al- Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788-789. 
2 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, a1998), 7. 
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menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau 

menhindarkan dari kerusakan.
3
 

       Al-Khawarizmi memberi definisi mas}lah}ah dengan sesuatu yang 

mendatangkan manfaat dengan hakikat mas}laha}h adalah: 

 الخلق عن المفاسد فع بد الشرع مقصود على المحافظة

“Memelihara tujuan shara>’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara 

menghindarkan kerusakan dari manusia”.
4
 

       Sementara itu Al-Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya 

mas}lah}ah itu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari 

mad{arat. Namun hakikat dari mas}lah}ah adalah: 

 الشرع مقصود على المحافظة

“memelihara tujuan shara>’”. Sedangakan tujuan shara>’ ada lima, yaitu 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
5
 

       Dari definisi di atas, tampak yang menjadi tolak ukur mas}lah}ah adalah 

tujuan-tujuan shara’ atau berdasarkan ketetapan shari>’. Sehingga, inti dari 

kemas}lah}atan adalah pemeliharaan ilma hal pokok (al-kulliya>t al-khams) yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
6
 

       Kesimpulannya, mas}lah}ah dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi 

bahasa dan dari sisi hukum atau shara’. Dalam pengertian bahasa merujuk 

pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung 

                                                             
3 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 368. 
4 Abdul Hamid Hakim, Al-Bayyan, Juz III, (Jakarta: Sya’adah Putra, tt), 128. 
5 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 368. 
6 Firdaus, Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif), 
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81. 
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pengertia untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti 

shara’ yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan 

kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan 

ketidak senangan.
7
 

B. Dasar Hukum Mas}lah}ah 

1. Al-Qur’an 

        Ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang pensyariatan hukum 

Islam dengan kepentingan kemas}lah}atan ada didalam surat Yunus ayat 57-

58: 

                            

                          

       

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (57). 

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan 

itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)". 

 

       Firman Allah Swt. di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya 

jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. 

Sebab Allah Swt. telah memberikan pedoman yaitu Alquran. Dengan 

                                                             
7 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 370. 
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pelajaran Alquran itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang 

dikutuk-Nya.
8
 

2. Hadis 

 :ان قضى وسلم عليه الله صلى الله رسول ان :الصامت ابن عبادة عن
 )جه ما ابن رواه( ضررولاضرار لا

“dari Ibnu Abbas berkata: bahwasanya Rasul Saw. bersabda “tidak boleh 

membuat madlarat pada orang lain.” 

C. Jenis-Jenis Mas}lah}ah 

       Mas}lah}ah dalam kajian Ushul Fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang 

berdasarkan beberapa hal, antara lain: 

1. Dari segi kekuatannya sebagai H}ujjah dalam menetapkan hukum ada tiga 

macam, yaitu: 

a. Al-Mas}lah}ah al-D{aru>riyah 

       Al-Mas}lah}ah al-D{aru>riyah adalah kemaslahatan yang 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, 

kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari prinsip 

yang lima itu tidak ada.
9
 Kemas}lahatan ini ada lima, yaitu:  

1) Memelihara agama 

2) Memelihara jiwa 

3) Memelihara akal 

4) Memelihara keturunan 

5) Memelihara harta 

                                                             
8 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 276. 
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 371. 
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       Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan nalurii insani yang 

tidakbisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk 

kebutuhan tersebut, Allah mensyari’atkan agama yang wajib dipelihara 

setiap orang, baik yang berkaitan dengan ‘aqi>dah, ibadah maupun 

mu’amalah.
10

 

       Hak hidup juga merupakan ak palingg asasi bagi setiap manusia. 

Ddalam kaitan ini, unuk kemas}lah}atan, keelamatan jiwa  dan 

kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait 

deng itu, seperti syariat qis}a>s, kesempatan memperggnakan hasil 

sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk 

melanjutkan generasi manusia, dnn berbagai hukum lainnya.
11

 

        Akal merupakan sasaran yan menentukan bagi seseorang dalam 

menjaan hidup dan kehidupannya. Oeh sebab itu, Allah menjadikan 

pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah 

melarang minum minuman keras, karena mnuman itu bisa merusak 

akal dan hidup manusia.
12

 

        Berketurunan juga  meruakan masalah pokok bagi manusia dalam 

rangka kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memlihara dan 

melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan niiika dengan 

segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.
13

 

                                                             
10 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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     Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, 

harta merupakan sesuatu yang d}}aru>ri (pokok) dalam kehidupan 

manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa 

ketentuan untuk melindunginya yaituu hukuman pada perampokan.
14

 

b. Al-Mas}lah}ah al-H}a>jiyah 

       Al-Mas{lah{ah al-H}a>jiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan 

manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. 

Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan 

kehidupannya, seperti dalam mas{lah{ah dharuri, tetapi akan 

menimbulkan kesempitan dan kesulitan.
15

 

       Contoh Al-Mas}lah}ah al-H}a>jiyah ialah terdapatnya ketentuan 

tentang rukhs}ah (keringanan) dalam ibadah, seperti rukhs}ah shalat dan 

puasa  bagi yang sedang sakit atau sedang bepergian . dalam 

kehhidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati 

makanan minuman, pakaian teemmpat tinggal, dan kendaraan yang 

baik, yang didapat dengan cara halal. Demikian juga ketentuan syariat 

yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli 

dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi 

kebutuhan primer manusia, tetapi bersifat sekunder saja. Artinya jika 

aturan tersebut tidak disyariatkkan, tatanan hidup manusia tidak 

                                                             
14 Ibid. 
15 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022. 
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sampai rusak, tetap mereka akanmengalami kesulitan untuk 

mewujudkannya.
16

 

c. Al-Mas}lah}ah al-Tah}si>niyah 

       Al-Mas}lah}ah al-Tah}si>niyah adalah mas}lah}ah yang kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat d}aru>ri, juga tidak 

sampai tingakt h}a>ji. Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam 

rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.
17

 

        Jika Al-Mas}lah}ah al-Tah}si>niyah tdak terpenuh, manusi tidak 

sampai  mengalamii kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, 

tetapi merea dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak 

mencapai taraf “hidup bermartabat”.
18

 

       Contoh Al-Mas}lah}ah al-Tah}si>niyah dalam ibadah adalah adanya 

syariat menghilangkan najis, bersuci, menutu aurat, mendekatkan diri 

kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-

perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh dlam kehidupan 

sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, 

menghindarkan diri dar sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan 

hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Semetara contohh dlam bidang 

muamalah adanya larangan melakukan transksi dagang barangbarang 

najis ddan larangan membunuh anak—anak dan wanaita dalam 

peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori d}aru>riyah 

                                                             
16 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta:Amzah, 2011), 310. 
17 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 372. 
18 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 311. 
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ataupun h}aji>yat dalam memelihara unsur pokok yang disebut 

sebelumnya. Tetapi karena adanya syariat yang enggatur hal-hal ini 

akan menjaddikan manusia menjadi lebih baik.
19

 

       Lawan dari kemas}lah}atan addalah kemad}a>ratan atau kemafsadatan. 

Dengan demikian, jika memelihara tujuan syara’ yang lima merupakan 

kemas}lah}atan, maka mengabaikan tujuan syara’ tersebut merupakan 

kemad}a>ratan. Karena kemas}lah}ataan dan kemad}aratan merupakan dua 

sift yang saling bertolak belakang.
20

 

2. Dari segi adanya keserasian dan kesejalanan akal dengan tujuan shara’ 

dalam menentukan hukum, mas}lah}ah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

a. al-Mas}lah}ah al-Mu’tabarah 

       Yaitu mas{lah{ah yang diperhitungkan oleh shar’i . Maksudnya, ada 

petunjuk dari shar’i, baik langsung maupun tidak langsung yang 

memberikan petunjuk pada adanya mas{lah{ah yang terjadi alasan dalam 

menetapkan hukum. Contoh dalil nas} yang menunjuk langsung kepada 

mas{lah{ah misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang 

h}aid}, dengan alasan h}aid} itu adalah penyakit.
21

 

       Adapun contoh dalil nash yang tidak menunjuk secara langsung 

kepada mas{lah{ah, misalnya boleh jama’ shalat bagi orang mukim 

(penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak 

pernah dijadikan alasan untuk hukum jama’ shalat, namun shara’ 

                                                             
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 373. 
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melalui ijma’ menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu 

perjalanan (safar) menjadi alasan untuk bolehnya jama’ sholat.
22

 

b. al-Mas}lah}ah al-Mulgha>h 

       Yaitu mas{lah{ah yang ditolak oleh shara’, karena bertentangan 

dengan ketentuan shara’.23
 Lebih lanjut amir Syarifuddin menjelaskan 

bahwa al-Mas}lah}ah al-Mulgha>h adalah mas}lah}ah yang dianggap baik 

oleh akal, tapi tidak diperhatikan oleh shara’ dan ada petunjuk 

penolakan oleh shara’.24
 

       Contohnya, masyarakat pada masa sekarang telah mengakui 

emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Hal 

ini oleh akal dianggap baik atau mas{lah{ah, untuk menyamakan hak 

perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan, dan ini 

pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya waris oleh Allah 

Swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana 

yang berlaku bagi laki-laki. Namun, hukum Allah Swt. telah jelas dan 

ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak 

waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana 

ditegaskan dalam Al-quran Surat An-Nisa>’ ayat 11, dan penegasan 

allah Swt. tentang hak waris saudara laki-lakisebesar dua kali lipat hak 

                                                             
22 Ibid. 
23 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119. 
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 375. 
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saudara perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa>’ 

ayat 176.
25

 

c. al-Mas}lah}ah al-Mursala>h 

       al-Mas}lah}ah al-Mursala>h yaitu suatu kemaslahatan yang tidak 

ditetapkan oleh shara’ suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak 

pula terdapat suatu dalil shara’ yang memerintahkan untuk 

memperhatikannya dan mengembalikannya.
26

 Mas}lah}ah al-Mursala>h 

juga biasa disebut dengan istis}la>h} adalah sesuatu yang dipandang baik 

oleh akal, sejalan dengan tujuan shara’ dalam menetapkan hukum. 

Namun, tidak ada petunjuk shara’ yang memperhitungkannya dan 

tidak ada pula petunjuk shara’ yang menolaknya.
27

 Misalnya, 

perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam Agama dan sah 

dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data-data statisktik 

menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur banyak menyebabkan 

penceraian, karena anak yang kawin dibawah umur belum siap secara 

fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai 

suami istri
28

 

       Dalam kehujjahan maslahah mursalah, terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya : 

                                                             
25 Ibid. 
26 Abdul Wahab Kholaf, Mash}a>dir At-Tashri’ Al-Islam, (ttp: Dar Al-Qalam, 1978), 84. 
27 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 376-377. 
28 Masfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’at, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84. 
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1) Maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulam-

ulama syafìiyyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah 

seperti ibnu Hajib dan ahli zahir 

2) Maslahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian 

ulama imam maliki dan sebagian ulama syafìi, tetapi harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur 

Hanafiyyah dan syafìiyyah mensyaratkan tentang masalah ini, 

hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl 

yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit 

(tepat), sehiggga dalam hubungan hukumitu terdpat tempat untuk 

merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka 

berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syarà, tetapi mereka 

lebih leluasa dalam menganggap maslahah yang dibenarkan syarà ini, 

karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syarì 

(Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang 

merealisir kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada maslahah mursalah 

yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya. 

3) Imam Al-Qarafi berkata tentang maslahah mursalah `` Sesungguhnya 

berhujjah dengan maslahah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, 

karena mereka membedakn antara satu dengan yang lainnya karena 

adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama 

yang paling banyak melakuakn atau menggunakan maslahah mursalah 

ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya 
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untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. Kalau memang 

mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah 

bagi kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh 

syarà/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan 

umat manusia baik dunia maupun akhirat. 

3. dari segi langsung tidaknya dalil terhadap mas}lah}ah tersebut, dibagi 

menjadi dua, yaaitu: 

a. muma>sib al-muathir. Yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat 

hukum yang mmerhatikan mas}lah}ah tersebut. Maksudnya, ada 

petunjuk shara>’ alam bentuk nas} atau ijma>’ yang menetapkan bahwa 

mas}lah}ah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. 

       Contohnya, tidak baiknya mendekati wanita yang sedang h}aid} 

dengan alasan h}aid{ tesebut adalah merupakan penyakit. Hal ini disebut 

mas}lahah karena menjauhkan diri dari penyakit. Hal ini 

ditegaskan dalam surat al-Baqa>rah ayat 222: 

                            

                          

         

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, 

Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 

kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat 

dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
29

 

                                                             
29 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 374. 
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b. Muna>sib al-mula>im, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari shara>’ baik 

dalam bentuk nash atau ijma>’ tentang perhatian shara>’ terhadap 

mas}lah}ah tersebut, namun secara tidak langsung ada . umpamanya: 

1) Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan 

anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa itu menjadi alasan 

bagi hukum yang sejenis itu, yaitu peralian dalam harta milik anak 

kecil. 

2) Bolehnya jama>’ shalat bagi orang yang mukim karena hujan. 

Keadaan hujan tu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk 

ukum jama>’ shalat, namun shara>’ melalui ijma>’ menetapkan 

keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu dalam perjalanan menjadi 

alasan untuk bolehnya jama>’ shalat.
30

 

4. dari segi kandungan mas}lah}ah, para ulama’ us}>ul fiqh membagi menjadi 

sebagai berikut: 

a. Mas}lah}ah al-‘A>mmah. Yaitu kemas}lah}atan yang menyangkut orang 

banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan 

semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat aatau 

kebanyakan umat. Misalnya paara ulama’ membolehkan membunuh 

penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut 

kepentingan orang banyak. 

b. Mas}lah}ah al-Khas}s}ah. Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat 

jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 

                                                             
30 Ibid. 
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hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilaang (mafqu>d). 

Kedua kemaslahatan tersebut berkaitan dengan mana yang harus 

diprioritaskan. Dalam Islam mendahulukan kemaslahatan umum 

daripada pribadi.
31

 

5. dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, Muhammad Musthofa al-

Syalabi seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa maslahah ini 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Mas}lah}ah al-Tha>bitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak 

berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadh, 

seperti shalat,puasaa, zakat dan haji. 

b. Mas}lah}ah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahattan yanag berubah-ubah 

sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. 

Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan muamalah 

dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeeda-

beda antara sau daerah dengan daerah lain.
32

 

       Imam Izzuddin Abdus Salam seperti yang dikutip Muhammad Abu 

Zahrah membagi lagi mas}lah}ah menjadi tiga macam. Yaitu, mas}lah}ah 

wajib, mas}lah}ah sunnah dan mas}lah}ah mubah.
33

 

 

D. Mas}lah}ah Sebagai Dasar Hukum 

                                                             
31 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih..., 116. 
32 Ibid. 117. 
33 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Saefullah Ma’shum. Et.al, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2014), 588. 
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       Berdasarkan istiqra’ (Penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur’an maupun 

hadis diketahui bahwa hukum-hukum Shari’at Islam mencakup diantaranya 

pertimbangan kemas}lah}atan manusia. Allah SWT berfirman: 

               

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam”. 

       Dan firman Allah lagi: 

                             

      

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
34

 

 

       Mas}lah}ah yang mu’tabarah (dapat diterima) ialah mas}lah}ah-mas}lah}ah 

yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: 

1. Keyakinan agama, 

2. Keselamatan jiwa, 

3. Keselamatan akal, 

4. Keselamatan keluarga dan keturunan, 

5. Keselamatan harta benda. 

       Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia 

agar umat manusia dapat hidupaman dan sejahtera.
35

 

                                                             
34 Ibid, 450. 
35 Ibid, 451. 
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       Para ulama’ pemakai mas{lah{ah dalam kajian hukum untuk persoalan-

persoalan yang mursal, menetapkan empat persyaratan yang pokok, sehingga 

hasil kajiannya bisa diterima, yaitu: 

1. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang 

mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan 

secara nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya, bahwa membina 

hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa 

kemanfaatan dan menolak kemad}ara>tan.
36

 

2. Tinjauan kemaslahatan itu tidak boleh persial, tapi harus lebih general dan 

menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua 

orang tua saja, atau kelompok tertentu saja, tetapi harus menyeluruh bagi 

masyarakat muslim, paling tidak sebagaian besarnya.
37

 

3. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah 

ditetapkan oleh nash atau ijma’.38
 

4. Mas{lah{ah mursala>h itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang 

mana seandainya masalahahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka 

seluruh umat akan berada dalam kesukaran atau keterampilan hidup, 

dengan artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
39

 

       Imam Malik mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam 

penggunaan mas}lah}ah sebagai dasar hukum, yaitu: 

                                                             
36 Abdul Wahab Kholaf, Mashadir At-Tasyri’..., 99. 
37 Dede Rasyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99. 
38 Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung: Al- 

Ma’arif, 1997), 109. 
39 Amir Syaifuddin, Ushul Fiqih …, 337. 
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1. Adanya persesuaian antara mas}lah}at yang dipandang sebagai sumber dalil 

yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqa>sid al-Shari>’ah). 

2. Mas}lah}ah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan 

pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok 

rasional akan dapat diterima. 

3. Penggunaan dalil mas}lah}ah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan 

yang mesti terjadi. Dalam pengertian seandaianya mas}lah}ah yang dapat 

diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami 

kesulitan.
40

 

       Abdul wahab kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam 

memfungsikan maslahah mursalah yaitu: 

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, 

yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak 

kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 

mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat 

negatif yang ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah 

anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita 

bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan 

dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk 

menjatuhkan  talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan 

dalam hadis:“dari ibnu umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya 

padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada nabi 

                                                             
40 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih.., 454. 
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SAW, maka beliau bersabda: suruh ibnu umar untuk merujuknya lagi, 

kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil” (HR. Ibnu majah) 

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum 

bukan kepentingan pribadi 

3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang ditegaskan dalam  Alquran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan 

dengan ijma’. 

4. Sesuatu yang dianggap mashlahat itu harus jelas dan pasti bukan hanya 

berdasarkan kepada prasangka 

 


